Bab V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Hubungan dan Kedudukan Hukum Anggota KPPS dengan KPU
Hubungan antara KPPS dengan KPU memenuhi ciri-ciri hukum

publik dan satu-satunya kriteria hukum publik yang terpenuhi adalah
hukum tata usaha negara. Lebih lanjut, hubungan tersebut tercipta karena
diterbitkannya sebuah keputusan. Sejalan dengan kriteria yang dipenuhi,
bahwa hubungan privat tidak terjadi karena dikeluarkannya keputusan
tersebut karena proses dan pengeluaran keputusan tersebut bukan dalam
ranah perjanjian hukum perdata ataupun perjanjian kerja sebagaimana
diatur dalam UU 13/2003.

Kemudian, dilakukan pembuktian bahwa keputusan tersebut adalah
keputusan yang sesuai dengan kriteria KTUN, yakni sebuah penetapan
tertulis, dibuat oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret,
individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Dari hasil analisis
ditemukan bahwa keputusan tersebut memenuhi seluruh unsur KTUN.
KTUN tersebut juga bukanlah KTUN yang dikecualikan dari definisi
KTUN dalam tata usaha negara. Oleh karena itu KTUN tersebut dapat
disengketakan dalam ranah tata usaha negara.

Terkait dengan status, dalam ranah tata usaha negara dan dalam
melakukan sebuah pekerjaan erat kaitannya dengan ASN. Dari ciri-ciri
proses perekrutan, tanggung jawab, serta masa kerja ditemukan bahwa
KPPS dan ASN sama sekali berbeda dan karenanya status KPPS masih
belum jelas.

Dalam upaya untuk memperjuangkan hak KPPS dalam insiden sakit
dan meninggalnya anggota KPPS, pada dasarnya tidak dapat
diperjuangkan melalui ranah tata usaha negara karena tidak ada

kesalahan yang diciptakan dari KTUN tersebut, melainkan pengaturan
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UU 7/2017 yang kurang baik. Penulis juga mengkaji apakah KPU dapat
dimintakan pertanggungjawaban lebih dengan dasar perbuatan melawan
hukum. Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa disimpulkan perbuatan
melawan hukum oleh penguasa dapat dijadikan dasar oleh KPPS untuk
menggugat. Dengan demikian, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
KPPS adalah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan uji
materil terhadap UU 7/2017.

5.1.2 Hak dan Risiko Kerja dari Anggota KPPS dalam Menjalankan
Tugas Penghitungan Suara.
Dari hasil pengkajian yang dilakukan ditemukan bahwa satu-

satunya hak KPPS dalam menjalani pekerjaan menghitung suara adalah
menerima honorarium. Kemudian, dalam menjalankan pekerjaan, KPPS
memiliki risiko pekerjaan. Dalam tahapan sebelum penghitungan suara,
KPPS berpotensi mengalami kelelahan apabila logistik yang diterima
terlambat dan menyebabkan lambatnya pula penyiapan TPS. Dalam
tahapan penghitungan suara, KPPS memiliki beban pekerjaan yang
berlebihan dan waktu penghitungan suara yang tidak wajar dan terlampau
singkat sehingga memaksa KPPS untuk bekerja secara berlebihan.
Terlebih anggota KPPS hanya berjumlah 7 orang dan semuanya memiliki
beban yang berlebihan. Setelah melakukan penghitungan suara, KPPS
pun memiliki risiko karena adanya akibat pekerjaan yang dilakukan pada
pra dan pada penghitungan suara yang sehingga menjadi kelelahan, sakit,
ataupun meninggal.
5.1.3 Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Diperoleh Anggota KPPS
Dari pengkajian yang dilakukan dengan mempertimbangkan jangka
waktu, sifat pengabdian dan sukarela dalam melakukan penghitungan
suara dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang patut diterima
adalah pembatasan jam kerja dan menerima jaminan kesehatan. Selain
itu, perlu dikaji ulang mengenai mekanisme penerimaan dan pelaksanaan

penghitungan suara untuk menghindari beban kerja yang berlebihan.
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Selain itu, memperjelas status KPPS dapat pula mendukung perlindungan
hukum yang lebih baik.
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran dan rekomendasi

penulis terhadap permasalahan tersebut adalah:

a. Untuk mengurangi beban kerja KPPS, DPR bersama dengan Pemerintah
melakukan pengkajian ulang terhadap pengaturan Pemilu Serentak
kemudian melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Ketentuan yang
perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah terkait jumlah maksimal anggota
KPPS yang semula berjumlah 7 orang dapat menjadi 14 orang. Kemudian,
patut dipertimbangkan pula untuk mengurangi jumlah maksimal pemilih
dalam setiap TPS dengan cara mencontoh peraturan KPU yang membatasi
maksimal pemilih sebanyak 300 orang.

b. Untuk mengurangi dan mencegah waktu kerja yang tidak wajar dapat pula
merevisi UU 7/2017 dengan menambah ketentuan yang mengatur mengenai
jam kerja. Selain itu, dalam rangka memenuhi perintah putusan MK yang
mengamanatkan untuk segera melakukan penghitungan suara maka dapat
diberlakukan sistem kerja shift. Selain itu, KPU sebagai eksekutor Pemilu
mengkaji ulang terkait dengan batas-batas waktu terkait kegiatan KPPS dari
pra dilakukannya penghitungan suara hingga pasca penghitungan suara.
Pasalnya, terdapat beberapa jangka waktu yang terlalu singkat dan
banyaknya probabilitas yang terjadi yang dapat mempengaruhi kelancaran
penghitungan suara serta kesiapan KPPS.

c. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, baik sebelum atau
sesudah dilakukannya penghitungan suara, maka Pemerintah dan DPR perlu
mempertimbangkan untuk memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk
asuransi harian. Meskipun pendaftaran jaminan kesehatan telah dilakukan,
namun hal tersebut belum dilakukan secara menyeluruh. Pengaturan dalam
UU 7/2017 akan menjadi jaminan kuat terhadap pemberian jaminan
kesehatan terhadap KPPS.
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d. Untuk KPPS tahun 2019 dapat menggugat dengan dasar perbuatan melawan
hukum oleh penguasa untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.
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